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Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh....

Salam sejahtera bagi kita semua....

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan 

rahmat-Nya Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berhasil 

menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2021 dengan tepat waktu. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan 

kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja selambat- 

lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini menyajikan 

informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya 

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Setjen Wantannas tahun 2021. 

Diharapkan laporan kinerja Setjen Wantannas ini bermanfaat dan dapat dijadikan 

potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan 2021 serta 

memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Setjen W antannas 

selama tahun 2021.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan 
program /kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan di tahun mendatang. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja Setjen W antannas tahun 2021.

Jakarta, Februan^2022— .

Ttekretaris Jenderal Dewan KeVhanan Nasional

Dr. uTilm-jo Susmbro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla

Laksamana Madya TNI
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 Berhasil
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Indikator
Berhasil

IKHTISAR
EKSEKUTIF

Capaian SS1

Laporan Kinerja Setjen Wantannas tahun 2021 menyajikan informasi kepada publik atas
kinerja yang telah dikerjakan oleh Setjen Wantannas tahun 2021 yang didasarkan atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja
Setjen Wantannas terdiri dari:

Capaian kinerja indikator kinerja utama tahun
kedua (Tahun 2021) periode Renstra 2020-2024
memberikan gambaran keberhasilan kinerja
dalam pencapaian misi di Setjen Wantannas.
Ukuran tingkat ketercapaian dan
ketidakcapaian indikator akan lebih detail
diuraikan pada Bab III.

Capaian SS2
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 Cukup Berhasil

1
Indikator
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Berhasil
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Barang siapa ingin mutiara,
harus berani terjun di lautan

yang dalam.

Ir. Soekarno
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PENDAHULUAN

BAB I



Dewan Ketahanan Nasional dan
Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional dibentuk pada
tahun 1999, berdasarkan
Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 101 Tahun 1999.
Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional (Setjen
Wantannas) merupakan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian
(LPNK) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada
Presiden Republik Indonesia
selaku Ketua Dewan Ketahanan
Nasional.

TUGAS

Dewan Ketahanan Nasional

Membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pembinaan ketahanan
nasional guna menjamin pencapaian
tujuan dan kepentingan nasional
Indonesia.

Sekretariat Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional
Merumuskan rancangan kebijakan dan
strategi nasional dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional, untuk menjamin
pencapaian tujuan dan kepentingan
nasional Indonesia.
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Penetapan kebijakan dan strategi
nasional dalam rangka pembinaan

ketahanan nasional Indonesia

Penetapan kebijakan dan strategi
nasional dalam rangka menjamin
keselamatan bangsa dan negara

Penetapan risiko pembangunan nasional
yang dihadapi untuk kurun waktu
tertentu dan pengerahan sumber-

sumber kekuatan bangsa dan negara
dalam rangka merehabilitasi akibat dari

risiko pembangunan

Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan
strategi nasional dalam rangka pembinaan

ketahanan nasional

Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan
strategi nasional dalam rangka menjamin

keselamatan bangsa dan negara dari ancaman
terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan,  serta

kelangsungan hidup bangsa dan negara

Penyusunan perkiraan risiko pembangunan
nasional yang dihadapi dalam kurun waktu

tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan
dan strategi nasional dalam rangka

merehabilitasi akibat risiko pembangunan

Setjen
Wantannas

F U N G S I
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ISU-ISU STRATEGIS
Terdapat 5 (lima) isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam
peran dan kewenangan Setjen Wantannas yang harus terus diperkuat dalam
peningkatan kinerja di masa mendatang, yaitu:

Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas
dan Setjen Wantannas sudah tidak relevan;
Belum terbentuknya Dewan Keamanan
Nasional;
Belum terealisasinya pelaksanaan Sidang
Dewan;
Manajemen kinerja belum optimal;dan
Belum adanya Inspektorat.

Terdapat 5 (lima) isu-isu strategis yang menjadi
pokok permasalahan dalam peran dan
kewenangan Setjen Wantannas yang harus
terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di
masa mendatang, yaitu:

PERMASALAHAN
T e r b a t a s n y a  a n g g a r a n ;
P e n y e l e n g g a r a a n  k e g i a t a n  t e r h a m b a t
p a n d e m i  C o v i d - 1 9 ;
B e l u m  o p t i m a l n y a  p e r s e n t a s e  r u m u s a n
s a r a n  t i n d a k  k e t a h a n a n  n a s i o n a l  y a n g
t a n g g u h  d a n  d i n a m i s  y a n g  d i t i n d a k l a n j u t i ;
B e l u m  o p t i m a l n y a  p e r s e n t a s e  r a n c a n g a n
k e b i j a k a n  u n t u k  m e n g u k u r  k o n d i s i
k e h i d u p a n  n a s i o n a l  y a n g  d i l a p o r k a n ; d a n
B e l u m  o p t i m a l n y a  H a s i l  E v a l u a s i
A k u n t a b i l i t a s  K i n e r j a  I n s t a n s i  P e m e r i n t a h
( A K I P )

T e r d a p a t  4  ( e m p a t )  p e r m a s a l a h a n  u t a m a  y a n g
d i h a d a p i  S e t j e n  W a n t a n n a s ,  y a i t u :
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Berdasarkan Jabatan

SUMBER DAYA
MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat berperan penting
terhadap kelancaran operasional suatu organisasi. Demikian pula SDM yang
dimiliki oleh organisasi Setjen Wantannas. Pada akhir tahun 2021, Setjen
Wantannas mencatat jumlah pegawai yang dikelolanya telah mencapai 180
pegawai/personel, yang terdiri dari 148 pegawai/personel adalah
PNS/TNI/POLRI, dan 32 pegawai honorer. Berikut ini dijelaskan profil singkat
SDM Setjen Wantannas yang berhasil dihimpun sampai dengan tanggal 31
Desember 2021.

Berdasarkan Pendidikan

SLTP/SLTA

Pejabat Negara : 1

Eselon I : 9
Eselon II : 42

Eselon III : 14
JF Madya : 4

Eselon IV : 1

JF Muda : 22
Staf : 55

Honorer : 32
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PERENCANAAN
KINERJA

BAB II



Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta
analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden
dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan negara.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
sarana dan prasarana lembaga Dewan

Ketahanan Nasional.

Dewan Ketahanan Nasional yang andal,
profesional, inovatif, dan berintegritas dalam
pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden
untuk mewujudkan Indonesia maju yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berdasarkan gotong royong

VISI

1

2

MISI
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Terwujudnya ketetapan kebijakan dan strategi pembinaan
ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka
kelangsungan hidup bangsa dan negara;
Terselenggaranya kapasitas pelayanan kelembagaan Wantannas
yang efektif dan efisien; dan
Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya.

TUJUAN
WANTANNAS

Persentase rumusan kebijakan dan  strategi
ketahanan nasional yang disiapkan untuk
bahan sidang dewan

Persentase rumusan saran tindak ketahanan
nasional yang tangguh dan dinamis yang
ditindaklanjuti

Persentase rancangan kebijakan untuk
mengukur pembangunan nasional yang
dilaporkan

Persentase rancangan kebijakan untuk
mengukur kondisi kehidupan nasional yang
dilaporkan

Persentase rancangan kebijakan dan strategi
aksi bela negara dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis
yang dilaporkan

SS1: Terbinanya

kondisi ketahanan

nasional yang

tangguh dan dinamis

dalam rangka

mewujudkan

indonesia maju yang

berdaulat, mandiri

dan berkepribadian

BERLANDASKAN gotong

royong

1

2

3

4

5
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Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

01

02

03 Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Jumlah Penyelenggaraan Sidang
Dewan 04

SS2: Terwujudnya pelayanan wantannas yang

efektif dan efisien
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PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2021, Setjen Wantannas merencanakan Prioritas Nasional dengan rincian
sebagai berikut:

Target :
1 Rekomendasi

Kebijakan



AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB III



Capaian kinerja Setjen Wantannas TA 2021 berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan adalah bagian dari proses pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui
keberhasilan visi-misi Wantannas. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh
dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja dengan
kategori capaian kinerja sebagai berikut :

0%-29,99%

Tidak Berhasil

30%-69,99%

Kurang
Berhasil

70%-79,99%

Cukup Berhasil

80%-100%

Berhasil

>100%

Sangat
Berhasil
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CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis
dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

SASARAN STRATEGIS: 1
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Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan
untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional

INDIKATOR KINERJA: 1

Rapat Uji Materi Forum I : dipimpin oleh Deputi, dihadiri oleh Deputi lainnya,
Kapokja, dan Sekretaris Pokja. Berfokus kepada redaksional. Menghasilkan Naskah
ke-1 (N-1);
Rapat Uji Materi Forum II : menyajikan N-1 kepada Sesjen Wantannas untuk
mendapat tanggapan. Menghasilkan Naskah ke-2 (N-2);dan
Rapat Uji Materi Forum III : menghadirkan pejabat eselon I perwakilan
Kementerian/LPNK untuk mendapat tanggapan terkait dengan substansi
telaahan. Menghasilkan Naskah ke-3 (N-3).

Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi
Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan
ketahanan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Di mana
pembahasan dan penetapannya dilaksanakan melalui tahapan Uji Clearing House dan
pelaksanaan sidang dan pasca sidang. Uji Clearing House terdiri dari 3 (tiga) tahap:

Di bawah ini merupakan proses bisnis Penyiapan Naskah Sidang Dewan:
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Adapun formula perhitungan kinerja untuk indikator ini adalah rumusan kebijakan
dan strategi ketahanan nasional N-3 yang akan dihasilkan Sesjen setelah Uji Materi
Forum Prasidang dibagi N-2 yang dijadikan bahan Uji Materi Prasidang dikalikan
seratus persen.

REALISASI

PRD   : Persentase Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional N-3 yang
dijadikan rumusan kebijakan dan disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan
Nasional (atas petunjuk Ketua Dewan).
N-3  : Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional N-3 yang akan
dihasilkan Sesjen setelah Uji Materi Forum Prasidang.
RN-3  : Naskah N-2 yang dijadikan bahan Uji Materi Prasidang.

Keterangan:

TARGET
80%

100%

PERSENTASE
CAPAIAN

125%

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2021 berdasarkan indikator ini adalah sebesar
100% dari target sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja 125% atau kategori
Sangat Berhasil. Indikator ini dicapai dari 2 komponen yaitu Rumusan Kebijakan dan
Strategi Ketahanan Nasional N-3 yang akan dihasilkan Sesjen setelah Uji Materi
Forum Prasidang dan Naskah N-2 yang dijadikan bahan Uji Materi Prasidang. 
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TARGET REALISASITAHUN

- -2020

80% 100%2021

80% -2022

80% -2023

80% -2024

Indikator ini berdasarkan Renstra Wantannas dan Setjen Wantannas 2020-2024
namun baru terlaksana pada tahun 2021 ini. Sehingga belum ada perbandingan
dengan tahun sebelumnya.

Berikut disajikan realisasi kinerja sampai dengan TA 2021 dibandingkan dengan target
jangka menengah Wantannas dan Setjen Wantannas 2020-2024.

31,25%

Persentase Capaian Kinerja
Jangka Menengah Setjen Wantannas

Penugasan Perorangan, Penugasan Kelompok, dan On the Spot;
Kelompok Kerja TOR Dinamis/Siklis (Pokja TOR Dinamis/Siklis);
Rapat Kerja Terbatas (Rakertas);
Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus);
Rapat Perumusan Materi (Uji-1);dan
Clearing House (Uji-II).

Pada tahun 2020 Prasidang Dewan tidak terlaksana karena belum terwadahi dari sisi
anggaran, sedangkan di tahun 2021 telah terlaksana Prasidang Dewan atau Uji Materi
Forum III. Adapun bahan Sidang Dewan dapat bersumber dari Presiden selaku Ketua
Wantannas, Sesjen Wantannas, maupun anggota Wantannas. Penyiapan bahan
Sidang Dewan tahun 2021 bersumber dari Sesjen Wantannas yang telah sampai di
tahap Prasidang atau Uji Materi Forum III. 

Seperti yang sudah ditampilkan dalam proses bisnis terkait Penyiapan Naskah Sidang
Dewan di atas, tentu pencapaian kinerja dalam indikator ini tidak terlepas dari
tersusunnya kajian dinamis maupun siklis dari unit kerja Deputi Setjen Wantannas.
Adapun tahapan penyusunan kajian dinamis/siklis sebagai berikut:
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Kajian Kerjasama
Perkiraan Cepat
Round Table Discussion
Forum General Discussion
Telaahan Staf

Saran tindak yang dimaksud adalah dalam
lingkup:

Formula Perhitungan Kinerja:

Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan
dinamis yang ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA: 2

Keterangan:
PSTP : Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang dikirim ke Presiden
RSTS : Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional di Kedeputian
             yang dikirim ke Presiden
STS    : Jumlah saran tindak yang dihasilkan

Pada tahun 2021, saran
tindak yang ditargetkan
Setjen Wantannas berjumlah
48 rumusan saran tindak
yang dilaksanakan oleh 4
Unit Kerja Deputi dan Staf
Ahli dengan realisasi
rumusan saran tindak
sebesar 70,83%. Dengan
rincian sebagai berikut:
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REALISASI

Naskah Saran Tindak

Kajian Kerjasama

Telaahan Staf

RTD/FGD

Target

14

5

29

Realisasi

10

1

23

Total 48 34 70,83%

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA
2021 berdasarkan indikator ini adalah
sebesar 70,83% dari target sebesar
80% dengan persentase capaian
kinerja 88,53% atau kategori Berhasil.
Meskipun capaian indikator ini dalam
kategori berhasil, namun ada
beberapa yang menjadi catatan. Dari
48 rumusan saran tindak yang
ditargetkan untuk dikirim ke Presiden
RI, realisasinya hanya 34 rumusan
saran tindak yang dikirim ke Presiden
RI. Empat belas rumusan saran tindak
yang tidak dikirim ke Presiden,
dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan internal Setjen
Wantannas.

TARGET
80%

70,83%

PERSENTASE
CAPAIAN

88,53%

Indikator kedua ini berdasarkan atas Renstra Wantannas dan Setjen Wantannas
2020-2024 dan baru terlaksana pada tahun 2021 ini. Sehingga belum ada
perbandingan dengan tahun sebelumnya. 
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TARGET REALISASITAHUN

- -2020

80% 70,83%2021

80% -2022

80% -2023

80% -2024

22,13%

Persentase Capaian Kinerja
Jangka Menengah Setjen Wantannas

Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator kedua tahun 2021 apabila dibandingkan
dengan Rencana Jangka Menengah Wantannas dan Setjen Wantannas:

Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional
yang dilaporkan

INDIKATOR KINERJA: 3

Perkiraan cepat;
Round Table Discussion;dan
Forum General Discussion.

Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui
saran tindak pemantauan dan pengukuran
pembangunan nasional dilaksanakan
melalui saran tindak. Saran tindak yang
dimaksud adalah dalam lingkup:

Formula perhitungan kinerja, sebagai
berikut:

Keterangan:
PSTP : Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan
             nasional yang dikirim ke Presiden
RSTS : Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan
             nasional di Kedeputian yang dikirim ke Presiden
STS    :Jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang
            dihasilkan
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REALISASI

TARGET REALISASITAHUN

- -2020

85% 100%2021

85% -2022

85% -2023

85% -2024

TARGET
85%

100%

PERSENTASE
CAPAIAN

117,65%

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA
2021 berdasarkan indikator ketiga ini
adalah sebesar 100% dari target
sebesar 85% dengan persentase
capaian kinerja 117,65% atau kategori
Sangat Berhasil. Dari 12 rumusan
saran tindak yang ditargetkan untuk
dikirim ke Presiden RI, telah
terealisasi dengan secara optimal
ditandai dengan dikirimnya semua
rumusan saran tindak ke Presiden RI.
Hal ini dikarenakan rumusan saran
tindak yang dihasilkan berasal dari
pemantauan pembangunan nasional
yang aktual.

29,41%

Persentase Capaian Kinerja
Jangka Menengah Setjen Wantannas

Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator ketiga tahun 2021 apabila dibandingkan
dengan Rencana Jangka Menengah Wantannas dan Setjen Wantannas:

Indikator ketiga ini
berdasarkan atas Renstra
Wantannas dan Setjen
Wantannas 2020-2024 dan
baru terlaksana pada tahun
2021 ini. Sehingga belum ada
perbandingan dengan tahun
sebelumnya. 
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Keterangan:
PSTK : Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi
             kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden
RSTK : Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan
             nasional di Kedeputian yang dikirim ke Presiden
STK    : Jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional
             yang dihasilkan

Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional
yang dilaporkan.

INDIKATOR KINERJA: 4

Perkiraan cepat;
Round Table Discussion;dan
Forum General Discussion.

Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui saran tindak pemantauan dan pengukuran
kondisi kehidupan nasional. Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:

Formula perhitungan kinerja, sebagai berikut:

REALISASI

TARGET

85%

66,67%

PERSENTASE
CAPAIAN

78,43%
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TARGET REALISASITAHUN

- -2020

85% 66,67%2021

85% -2022

85% -2023

85% -2024

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2021 berdasarkan indikator keempat ini adalah
sebesar 66,67% dari target sebesar 85% dengan persentase capaian kinerja 78,43%
atau kategori Cukup Berhasil. Dari 12 rumusan saran tindak yang ditargetkan untuk
dikirim ke Presiden RI, realisasinya hanya 8 rumusan saran tindak yang dikirim ke
Presiden RI. Empat rumusan saran tindak yang tidak dikirim ke Presiden,
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan internal Setjen Wantannas. Indikator
keempat ini berdasarkan atas Renstra Wantannas dan Setjen Wantannas 2020-2024
dan baru terlaksana pada tahun 2021 ini. Sehingga belum ada perbandingan dengan
tahun sebelumnya. 
Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator keempat tahun 2021 apabila
dibandingkan dengan Rencana Jangka Menengah Wantannas dan Setjen Wantannas:

20,83%

Persentase Capaian Kinerja
Jangka Menengah Setjen

Wantannas

Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka
pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan

INDIKATOR KINERJA: 5

Rapat penyusunan modul bela negara untuk keamanan masyarakat;dan
Rapat finalisasi modul bela negara untuk keamanan masyarakat.

Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui:

Formula perhitungan kinerja, sebagai berikut:

Keterangan:
PRKBN : Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka
                pembinaan ketahanan nasional yang dikirim ke Presiden
RKBN   : Jumlah rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara yang dikirim ke
                Presiden
RBN      : Jumlah rancangan kebijakan aksi bela negara yang dihasilkan

27



Bela negara adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan
pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa
dan negara. Bela negara terhadap bangsa dan negara Indonesia menjadi kewajiban
suatu kehormatan bagi seluruh warga negara, yang dilaksanakan dengan penuh
kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan
negara.

Pada tahun 2021, Setjen Wantannas menyusun Modul Bela Negara sebagai modul
implementasi dengan judul "Bela Negara di Era 5.0 Menumbuhkembangkan
Nasionalisme Dalam Rangka Memperkuat Keamanan Nasional" dengan harapan
dapat dijadikan pedoman oleh Wantannas serta Kementerian/Lembaga di jajarannya
dalam pembinaan, pendidikan dan pelatihan bela negara di era 5.0.

Sejak tahun 2019 sampai 2021, Setjen Wantannas telah melaksanakan berbagai
kegiatan terkait bela negara dengan menghasilkan output dan outcome dalam rangka
mendukung penguatan keamanan nasional. Sedangkan sejak tahun 2020, bela negara
Setjen Wantannas masuk dalam Prioritas Nasional. Adapun rincian kegiatan bela
negara Setjen Wantannas tahun 2019 s.d 2021 sebagai berikut:

REALISASI

TARGET
85%

100%

PERSENTASE
CAPAIAN

117,65%
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0 25 50 75 100

2019 : Telah terealisasi 2 Aksi Bela
Negara berupa Sosialisasi,
Harmonisasi, Sinkronisasi,
Koordinasi, Internalisasi, dan Aksi
Gerakan Bela Negara

2020 : Telah terealisasi 1 Aksi Bela
Negara berupa Rapat Koordinasi dan
Evaluasi Pelaksanaan Aksi Bela
Negara

2021 : Telah terealisasi 1 Rekomendasi
Kebijakan berupa tersusunnya Modul
Bela Negara

Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator kelima tahun 2021 apabila
dibandingkan dengan Rencana Jangka Menengah Wantannas dan Setjen Wantannas:

TARGET REALISASITAHUN

85% 100%2020

85% 100%2021

85% -2022

85% -2023

85% -2024

47,05%

Persentase Capaian Kinerja
Jangka Menengah Setjen

Wantannas

100%

100%

100%

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2021 berdasarkan indikator kelima ini adalah
sebesar 100% dari target sebesar 85% dengan persentase capaian kinerja 117,65%
atau kategori Sangat Berhasil. Dari 1 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan untuk
dikirim ke Presiden RI, telah terealisasi dengan secara optimal ditandai dengan
dikirimnya rumusan saran tindak ke Presiden RI. Hal ini dikarenakan, komitmen dari
Setjen Wantannas untuk turut andil dalam memperkukuh ketahanan budaya bangsa
dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter melalui
revolusi mental dan ideologi Pancasila.
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Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien

SASARAN STRATEGIS: 2
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Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

INDIKATOR KINERJA: 6

Kelembagaan atau organisasi;
Ketatalaksanaan;dan
Sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut
aspek-aspek:

1.
2.
3.

Reformasi birokrasi yang dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan pemerintahan
yang good governance tentu mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Nilai penerapan RB dalam
hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan
pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu
mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien,
serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

Manajemen Perubahan;
Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
Penataan dan Penguatan Organisasi;
Penataan Tata Laksana;

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran reformasi birokrasi yang
dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB menggunakan penilaian komponen
pengungkit dan komponen hasil. Masing-masing komponen memiliki bobot, adapun
komponen pengungkit mencakup:

Penataan Sistem Manajemen SDM;
Penguatan Akuntabilitas;
Penguatan Pengawasan;dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik.
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Secara umum, indeks RB Setjen Wantannas terus mengalami peningkatan dari tahun
2017 sampai dengan 2020. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
tahun 2017 sampai dengan 2020:

2017 2018 2019 2020

75 

50 

25 

0 

62,52
(B)

65,17
(B)

68,74
(B)

68,80
(B)

TARGET B
B

100%

REALISASI

PERSENTASE
CAPAIAN

Telah menetapkan roadmap RB 2020-
2024;
Telah dilakukan identifikasi seluruh
peraturan di lingkungan Setjen
Wantannas 2012-2020 dan
menghasilkan pemetaan kebijakan
yang berlaku, direvisi, dan dihapus;dan
Telah dilakukan evaluasi kelembagaan
yang mengacu kepada PermenPANRB
No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah.

Realisasi kinerja Setjen Wantannas  atas
indikator indeks RB  adalah B dari target B
dengan persentase capaian kinerja 100%
atau kategori Berhasil. Setjen Wantannas
dalam evaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi Tahun 2020, telah
menindaklanjuti rekomendasi perbaikan
dari hasil evaluasi tahun sebelumnya,
sebagai berikut:

2020

Berikut ditampilkan pula perbandingan dengan Rencana Jangka Menengah Setjen
Wantannas 2020-2024:
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TARGET REALISASITAHUN

B B2020

B -2021

BB -2022

BB -2023

BB -2024

20%

Persentase Capaian Kinerja
Jangka Menengah Setjen

Wantannas

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)

INDIKATOR KINERJA: 7

Rencana Strategis;
Perjanjian Kinerja;
Pengukuran Kinerja;
Pengelolaan Data Kinerja;
Pelaporan Kinerja;dan
Reviu dan Evaluasi Kinerja.

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
dalam rangka pertanggungjawaban, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2021 berdasarkan indikator nilai SAKIP adalah
65,43 dari target 70 dengan persentase capaian kinerja 93,47% atau kategori Berhasil.
Kendati dikategorikan berhasil, namun capaian belum optimal dari nilai yang telah
ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh, penerapan manajemen kinerja dinilai belum
sepenuhnya mampu menumbuhkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial.
Kinerja secara berjenjang pada setiap level satuan kerja belum menggambarkan
keselarasan kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja dibawahnya,
yang seharusnya muncul sesuai dengan kebutuhan organisasi.
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Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



TARGET 7065,43

93,47%

REALISASI

PERSENTASE
CAPAIAN

2017 2018 2019 2020

75 

50 

25 

0 

61,24
(B)

62,97
(B)

64,58
(B)

65,43
(B)

Berikut ditampilkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2017 sampai dengan
2020 serta perbandingan dengan Rencana Jangka Menengah Setjen Wantannas
2020-2024:

2020

TARGET REALISASITAHUN

70 65,432020

75 -2021

80 -2022

85 -2023

90 -2024

18,69%

Persentase Capaian Kinerja
Jangka Menengah Setjen

Wantannas

Nilai SAKIP Setjen Wantannas Tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
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Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

INDIKATOR KINERJA: 8

Salah satu indikator keberhasilan suatu kementerian/lembaga dalam peningkatan
kualitas sumber daya organisasi adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas
laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan
laporan keuangan Setjen Wantannas tahun 2021 masih berlangsung sehingga belum
diketahui hasilnya sampai dengan disahkannya laporan ini. Prestasi Setjen Wantannas
sebagai lembaga yang meraih opini WTP selama 14 (empat belas) tahun berturut-
turut yaitu laporan keuangan 2007 sampai dengan 2020.

TARGET
WTPWTP

100%

REALISASI

PERSENTASE
CAPAIAN

2020 0 25 50 75 100

2017 : Wajar Tanpa Pengecualian

2018 : Wajar Tanpa Pengecualian

2019 : Wajar Tanpa Pengecualian

2020 : Wajar Tanpa Pengecualian
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TARGET REALISASITAHUN

WTP WTP2020

WTP -2021

WTP -2022

WTP -2023

WTP -2024

18,69%

Persentase Capaian Kinerja
Jangka Menengah Setjen

Wantannas

Pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Setjen Wantannas dikarenakan dalam
laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan telah memenuhi syarat-syarat
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, antara
lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem
pengendalian intern.

Jumlah Penyelenggaraan Sidang Dewan

INDIKATOR KINERJA: 9

Persiapan sidang (Inisiasi dan Uji Materi dalam Forum Deputi/Uji Pertama);
Forum Sesjen/Uji Kedua;
Forum Prasidang Dewan/Uji Ketiga;dan
Pelaksanaan Sidang dan Pascasidang.

Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi
Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan
ketahanan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Tahapan
penyelenggaraan sidang dewan:

Formula Perhitungan Kinerja:

36

Keterangan:
JSD    : Jumlah Sidang Dewan
RSDP : Jumlah Sidang Dewan yang dilaksanakan atau Hasil Prasidang Dewan yang
             Dikirim ke Presiden
RSDS : Jumlah Sidang Dewan yang ditargetkan

x 100%

Penilaian atas Laporan Keuangan  Setjen Wantannas Tahun 2021 masih dalam proses
penilaian Tim BPK



Realisasi kinerja Setjen Wantannas atas IKU terakhir adalah 1 sidang dewan dari
target 2 sidang dewan dengan persentase capaian kinerja 50% atau kategori Kurang
Berhasil. Sidang dewan dalam hal ini diartikan dengan terkirimnya surat
permohonan ke Presiden selaku Ketua Wantannas untuk memimpin sidang dewan
2021. Pada tahun 2021 ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali Forum Prasidang
Dewan/Uji Ketiga. Hasil prasidang ini yang dijadikan sebagai bahan dalam sidang
dewan 2021. Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator kelima tahun 2021 apabila
dibandingkan dengan Rencana Jangka Menengah Wantannas dan Setjen Wantannas:

TARGET REALISASITAHUN

- -2020

2 12021

3 -2022

4 -2023

4 -2024

7,69%

Persentase Capaian Kinerja
Jangka Menengah Setjen

Wantannas

Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan yaitu dengan membentuk membentuk
kelompok kerja (pokja) yang bertugas menindaklanjuti hasil prasidang berupa
penyusunan dokumen-dokumen kebutuhan sidang dewan termasuk kelengkapan
pengajuan surat permohonan penyelenggaraan sidang dewan kepada Presiden.

ANALISIS ATAS EFISIENSI
PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan
terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.
Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus:

Persentase efisiensi anggaran = 100% - (Realisasi Anggaran/Pagu Anggaran x 100%)

Pada tahun 2021 realisasi anggaran untuk semua program adalah 46,485,176,307 pagu
anggaran untuk semua program yaitu 47,429,582,000. Dengan rumus efisiensi diatas,
diperoleh persentase efisiensi anggaran pada level program adalah 1,99%. Persentase
efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada
tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan
sumber daya anggaran.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan Setjen
Wantannas seperti  penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan serta
pelibatan akademisi, praktisi, serta perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya
dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.
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PAGU ANGGARAN

Rp 47,429,582,000
REALISASI ANGGARAN

Rp 46,485,176,307

Realisasi Anggaran
Berdasarkan Jenis Program

PERSENTASE CAPAIAN

98,01%

Realisasi Anggaran
Berdasarkan Jenis Belanja

Jakstratannas
16.62%

Dukman
83.38%

Belanja
Pegawai
49.18%

Belanja
Barang
47.69%

Belanja Modal
3.13%

REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2021



2018 2019 2020 2021

50,000,000,000 

40,000,000,000 

30,000,000,000 

20,000,000,000 

10,000,000,000 

0 

Keterangan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

TAHUN

2018

2019

2020

2021

39

91,12%

98,66%

93,54% 98,01%

Persentase Realisasi Anggaran
Tahun 2018 s.d 2021

TARGET

44.629.547.000

49.950.018.000

49.051.252.000

47.429.582.000

realisasi

40.666.844.586

49.278.937.866

45.884.008.145

46.485.176.307
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setjen W antannas Tahun 
2021 sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas kinerja Setjen Wantannas. 
LAKIP Setjen W antannas menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pada tahun anggaran 
2021 serta sebagai acuan strategi dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan 
rencana kinerja di masa yang akan datang.

Kinerja Setjen W antannas tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai capaian kinerja 
dengan kategori Berhasil, dengan capaian 2 (dua) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) 
Indikator Kinerja Utama Sasaran, sebagai berikut: 3 indikator kinerja utama sasaran 
dengan kategori capaian kinerja Sangat Berhasil, 4 indikator kinerja utam a sasaran 
dengan kategori capaian Berhasil, 1 indikator kinerja utama sasaran dengan kategori 
capaian Cukup Berhasil, dan 1 indikator kineija utama sasaran dengan kategori 
Kurang Berhasil.

Akhirnya, Setjen W antannas mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada seluruh elemen atas dukungan yang diberikan dalam pencapaian kinerja 
tahun 2021. Setjen W antannas terus berupaya melakukan perbaikan ke depan dalam 
menjawab tantangan di masa pandemi covid-19 secara konsisten dan berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2022

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla 

Laksamana Madya TNI
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NOMOR : SP DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:1369-8925-0673-6012

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 9   Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 07

Tanggal : 29 November 2021

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL

(01): Setjen Dewan Ketahanan Nasional

(01): DKI JAKARTA

: (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Terlampir
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 47.429.582.000  (  EMPAT PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

47.429.582.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   JAKARTA I 47.429.582.000(018)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

ISA RACHMATARWATA

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001

ttd.



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN

Satker (427975)  SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL:

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:1369-8925-0673-6012

Rp. 46.805.861.000PERTAHANAN02

Rp. 39.441.020.00002.02 DUKUNGAN PERTAHANAN

Rp. 7.364.841.00002.04 LITBANG PERTAHANAN

Rp. 623.721.000KETERTIBAN DAN KEAMANAN03

Rp. 623.721.00003.06 LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN
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TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN

Satker (427975)  SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL:

DS:1369-8925-0673-6012

NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

AE Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional Rp. 7.988.562.000

AE.5649 Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam Rp. 488.656.000

AE.5653 Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial Rp. 488.656.000

AE.5656 Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara Rp. 488.656.000

AE.5659 Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data Rp. 458.044.000

AE.5663 Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu Rp. 153.060.000

AE.5943 Perumusan Kebijakan Politik Nasional Rp. 488.656.000

AE.5944 Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional Rp. 623.711.000

AE.5945 Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi Rp. 623.711.000

AE.5946 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional Rp. 623.701.000

AE.5947 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional Rp. 623.721.000

AE.5948 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional Rp. 488.656.000

AE.5949 Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Rp. 580.492.000

AE.5950 Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi Rp. 580.492.000

AE.5951 Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan Rp. 697.858.000

AE.5952 Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya Rp. 580.492.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 39.441.020.000

WA.2874 Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Rp. 760.359.000

WA.2875 Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Rp. 685.179.000

WA.2876 Pengelolaan Internal Perkantoran Rp. 37.995.482.000
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TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427975):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021
DS:1369-8925-0673-6012

052.01.AE Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional 7.988.562.000Program :

01 Jumlah rancangan kebijakan  sistem nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan2.

03 Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan alam yang dihasilkan3.

Kegiatan 5649 Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam 488.656.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5649.ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 5,00 488.656.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABI.001 Kajian Dinamis Bidang Lingkungan Alam 1.00 Rekomendasi Kebijakan 235.156.000

02 ABI.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Lingkungan Alam 3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABI.003 Kajian Daerah Bidang Lingkungan Alam 1.00 Rekomendasi Kebijakan 140.220.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan sosial yang dihasilkan1.

02 Jumlah Saran Tindak hasil Pemantauan Kondisi Kehidupan Nasional bidang Lingkungan Sosial yang dihasilkan2.

03 Jumlah kajian Kerjasama bidang lingkungan sosial yang dihasilkan3.

Kegiatan 5653 Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial 488.656.000:

:

5653.ABN Kebijakan Bidang Sosial 5,00 488.656.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABN.001 Kajian Dinamis Bidang Lingkungan Sosial 1.00 Rekomendasi Kebijakan 228.481.000

02 ABN.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Lingkungan Sosial 3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABN.003 Kajian Daerah Bidang Lingkungan Sosial 1.00 Rekomendasi Kebijakan 146.895.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan  bidang pemerintahan negara yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang pemerintahan negara yang dihasilkan2.

03 Jumlah kajian kerja sama bidang pemerintahan negara yang dihasilkan3.

Kegiatan 5656 Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara 488.656.000:

:
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5656.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 5,00 488.656.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABL.001 Kajian Dinamis Bidang Pemerintahan Negara 1.00 Rekomendasi Kebijakan 224.040.000

02 ABL.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Pemerintahan Negara 3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABL.003 Kajian Daerah Bidang Pemerintahan Negara 1.00 Rekomendasi Kebijakan 151.336.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan  informasi dan pengolahan data yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak hasil pemantauan pantauan kondisi kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan2.

03 Jumlah kajian kerja sama bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan3.

Kegiatan 5659 Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data 458.044.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5659.ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 4,00 458.044.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABO.001 Kajian Dinamis Bidang Informasi dan Pengolahan Data 1.00 Rekomendasi Kebijakan 224.040.000

02 ABO.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Informasi dan Pengolahan Data 2.00 Rekomendasi Kebijakan 75.520.000

03 ABO.003 Kajian Daerah Bidang Informasi dan Pengolahan Data 1.00 Rekomendasi Kebijakan 158.484.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah telaahan, saran, dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan1.

Kegiatan 5663 Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu 153.060.000:

:

5663.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 1,00 30.612.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABA.001 Naskah Telaahan Staf Bidang Ekonomi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 30.612.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

5663.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 1,00 30.612.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABD.001 Naskah Telaahan Staf Bidang Hukum 1.00 Rekomendasi Kebijakan 30.612.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan



TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427975):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021
DS:1369-8925-0673-6012

5663.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 1,00 30.612.0007Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABE.001 Naskah Telaahan Staf Bidang Pertahanan Keamanan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 30.612.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

5663.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 1,00 30.612.0008Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABH.001 Naskah Telaahan Staf Bidang IPTEK 1.00 Rekomendasi Kebijakan 30.612.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

5663.ABN Kebijakan Bidang Sosial 1,00 30.612.0009Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABN.001 Naskah Telaahan Staf Bidang Sosial 1.00 Rekomendasi Kebijakan 30.612.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan  politik nasional yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional yang dihasilkan2.

03 Jumlah kajian kerjasama bidang politik nasional3.

Kegiatan 5943 Perumusan Kebijakan Politik Nasional 488.656.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5943.ABC Kebijakan Bidang Politik 5,00 488.656.00010Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABC.001 Kajian Dinamis Bidang Politik Nasional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 235.156.000

02 ABC.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Politik Nasional 3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABC.003 Kajian Daerah Bidang Politik Nasional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 140.220.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan bidang strategi nasional yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional yang dihasilkan2.

03 Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional yang dihasilkan3.

Kegiatan 5944 Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional 623.711.000:

:



TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427975):

Halaman : 4I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021
DS:1369-8925-0673-6012

5944.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 5,00 623.711.00011Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABE.001 Kajian Siklis Bidang Strategi Nasional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 363.940.000

02 ABE.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Strategi Nasional 3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABE.003 Kajian Daerah Bidang Strategi Nasional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 146.491.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi  yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang dihasilkan2.

03 Jumlah kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan3.

Kegiatan 5945 Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi 623.711.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5945.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 5,00 623.711.00012Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABE.001 Kajian Siklis Bidang Rencana Kontijensi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 363.940.000

02 ABE.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Rencana Kontijensi 3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABE.003 Kajian Daerah Bidang Rencana Kontijensi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 146.491.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis nasional yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis nasional yang dihasilkan2.

03 Jumlah Kajian kerjasama bidang Lingkungan Strategis Nasional3.

Kegiatan 5946 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional 623.701.000:

:

5946.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 6,00 623.701.00013Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABE.001 Kajian Siklis Kirstranas,Telstranas dan Apstranas Lingkungan
Strategi Nasional

2.00 Rekomendasi Kebijakan 372.540.000

02 ABE.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Lingkungan Strategi Nasional 3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABE.003 Kajian Daerah Bidang Lingkungan Strategi Nasional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 137.881.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan
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01 Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis regional yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis regional yang dihasilkan2.

03 Jumlah Kajian kerjasama bidang Lingkungan Strategis Reginal yang dihasilkan3.

Kegiatan 5947 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional 623.721.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5947.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 6,00 623.721.00014Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABE.001 Kajian Siklis Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas Lingkungan
Strategi Regional

2.00 Rekomendasi Kebijakan 372.720.000

02 ABE.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Lingkungan Strategi Regional 3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABE.003 Kajian Daerah Bidang Lingkungan Strategi Regional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 137.721.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah saran kebijakan  lingkungan strategis internasional yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan2.

03 Terumuskannya hasil kajian kerja sama bidang lingkungan strategis internasional3.

Kegiatan 5948 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional 488.656.000:

:

5948.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 5,00 488.656.00015Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABE.001 Kajian Dinamis Bidang Lingkungan Strategi Internasional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 235.156.000

02 ABE.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Lingkungan Strategi Internasional 3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABE.003 Kajian Daerah Bidang Lingkungan Strategi Internasional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 140.220.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan2.

03 Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan3.

04 Jumlah kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan4.

Kegiatan 5949 Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan 580.492.000:

:
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5949.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 8,00 580.492.00016Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABD.001 Kajian Dinamis Bidang Hukum dan Perundang-Undangan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 235.156.000

02 ABD.002 Kajian Saran Tindak Terkait Pengukuran dan Pemecahan
Masalah Penyimpangan Pembangunan Nasional

3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABD.003 Kajian Saran Tindak Terkait Pengukuran Kondisi Kehidupan
Nasional

3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

04 ABD.004 Kajian Daerah Bidang Hukum dan Perundang-Undangan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 118.776.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan  ekonomi yang dihasilkan1.

02 Jumlah Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan2.

03 Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan3.

04 Jumlah kajian kerjasama bidang ekonomi yang dihasilkan4.

Kegiatan 5950 Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi 580.492.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5950.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 8,00 580.492.00017Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABA.001 Kajian Dinamis Bidang Ekonomi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 235.156.000

02 ABA.002 Kajian Saran Tindak terkait Pengukuran dan Pemecahan Masalah
Penyimpangan Pembangunan Nasional Bidang Ekonomi

3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABA.003 Kajian Saran Tindak terkait Pengukuran Kehidupan Nasional
Bidang Ekonomi

3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

04 ABA.004 Kajian Daerah Bidang Ekonomi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 118.776.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan mobilisasi bidang pertahanan dan keamanan yang dihasilkann1.

01 Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi Bela Negara2.

02 Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan3.

03 Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan4.

04 Jumlah kajian Kerjasama bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan5.

Kegiatan 5951 Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan 697.858.000:

:
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Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan

5951.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 8,00 580.492.00018Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABE.001 Kajian Dinamis Bidang Pertahanan dan Keamanan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 235.156.000

02 ABE.002 Kajian Saran Tindak Pengukuran dan Pemecahan Masalah
Penyimpangan Pembangunan Nasional Bidang Pertahanan
Keamanan

3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABE.003 Kajian Saran Tindak Terkait Kehidupan Nasional Bidang
Pertahanan Keamanan

3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

04 ABE.004 Kajian Daerah Bidang Pertahanan Keamanan 1.00 Rekomendasi Kebijakan 118.776.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan

5951.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 1,00 117.366.00019Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 PBH.001 Bela Negara 1.00 Rekomendasi Kebijakan 117.366.000(PN)

:

:

Rekomendasi Kebijakan

01 Jumlah rancangan kebijakan bidang Sosial dan Budaya yang dihasilkan1.

02 Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan2.

03 Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan3.

04 Jumlah kajian kerjasama aspek sosial budaya yang dihasilkan4.

Kegiatan 5952 Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya 580.492.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5952.ABN Kebijakan Bidang Sosial 8,00 580.492.00020Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABN.001 Kajian Dinamis Bidang Sosial Budaya 1.00 Rekomendasi Kebijakan 229.356.000

02 ABN.002 Kajian Deteksi Dini pengukuran dan pemecahan masalah
penyimpangan pembangunan nasional Bidang Sosial Budaya

3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

03 ABN.003 Kajian Deteksi Dini pengukuran kehidupan nasional Bidang Sosial
Budaya

3.00 Rekomendasi Kebijakan 113.280.000

04 ABN.004 Kajian Daerah Bidang Sosial Budaya 1.00 Rekomendasi Kebijakan 124.576.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan
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Kebijakan Bidang Sosial Rekomendasi Kebijakan

052.01.WA Program Dukungan Manajemen 39.441.020.000Program :

01 Nilai Penerapan RB Wantannas1.

01 Persentase Dokumen Perencanaan yang di hasilkan di Setjen Wantannas2.

01 Persentase penyelesaian proses bisnis dan layanan penataaan organisasi3.

01 Persentase penyerapan anggaran Setjen Wantannas4.

02 Persentase Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen Wantannas yang terlaksana5.

02 Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan6.

Kegiatan 2874 Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan 760.359.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

2874.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 2,00 200.660.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAB.001 Layanan rencana program dan kinerja 1.00 Layanan 120.382.000

02 EAB.002 Layanan perencanaan anggaran 1.00 Layanan 80.278.000

:

:

Layanan

2874.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 4,00 305.179.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAH.001 Penataan dan Penguatan Organisasi 1.00 Layanan 63.870.000

02 EAH.002 Penataan Tata Laksana 1.00 Layanan 92.099.000

03 EAH.003 Rancangan Perpres Dewan Keamanan Nasional 1.00 Layanan 57.850.000

04 EAH.004 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.00 Layanan 91.360.000

:

:

Layanan
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2874.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 13,00 100.072.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAL.001 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 13.00 Laporan 100.072.000

:

:

Laporan

2874.FAH Pengelolaan Keuangan Negara 14,00 154.448.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAH.001 Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan 6.00 Laporan 55.190.000

02 FAH.002 Dokumen Verifikasi Keuangan 3.00 Laporan 29.202.000

03 FAH.003 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan 5.00 Laporan 70.056.000

:

:

Laporan

01 Keamanan Informasi (KAMI) K/L1.

01 Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM)2.

01 Peringkat Keterbukaan Informasi Publik3.

02 Jumlah Sidang Dewan yang terlaksana4.

02 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)5.

Kegiatan 2875 Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan 685.179.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

2875.BLB Persidangan Lembaga Eksekutif 2,00 300.000.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BLB.001 Dokumen Sidang Dewan 2.00 sidang 300.000.000

:

:

sidang

2875.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler 1,00 50.000.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAI.001 Layanan hubungan masyarakat 1.00 Layanan 50.000.000

:

:

Layanan

2875.EAJ Layanan Data dan Informasi 1,00 50.000.0007Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAJ.001 Pengolahan Sistem Informasi 1.00 Layanan 50.000.000

:

:

Layanan



TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427975):

Halaman : 10I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021
DS:1369-8925-0673-6012

Layanan Data dan Informasi Layanan

2875.EAK Layanan Pengawasan Internal 40,00 285.179.0008Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAK.001 Dokumen Pengawasan Internal 40.00 Laporan 285.179.000

:

:

Laporan

01 Persentase layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas1.

01 Persentase pelaksanaan layanan hukum yang Handal dan berkualitas2.

01 Persentase pelaksanaan layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel3.

01 Persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas4.

01 Persentase pelaksanaan layanan protokoler yang efektif dan efisien5.

01 Persentase pelaksanaan layanan umum yang handal dan berkualitas6.

02 Indeks Hasil Pengawasan Arsip7.

02 Indeks Profesionalitas ASN8.

02 Kategori kualiatas pengelolaan BMN9.

02 Persentase Pembayaran Gaji Tepat Waktu10.

Kegiatan 2876 Pengelolaan Internal Perkantoran 37.995.482.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

2876.EAA Layanan Perkantoran 3,00 35.956.152.0009Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAA.001 Layanan Gaji dan Tunjangan 1.00 Layanan 23.432.996.000

02 EAA.002 Layanan Pengadaan dan Pemeliharaan Kantor 1.00 Layanan 10.752.614.000

03 EAA.003 Layanan Pemeliharaan Sisfo 1.00 Layanan 1.770.542.000

:

:

Layanan



TAHUN ANGGARAN 2021

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427975):

Halaman : 11I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021
DS:1369-8925-0673-6012

2876.EAC Layanan Umum 3,00 168.860.00010Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAC.001 Layanan Perlengkapan 1.00 Layanan 2.420.000

02 EAC.002 Layanan Tata Usaha 1.00 Layanan 122.120.000

03 EAC.003 Layanan BMN 1.00 Layanan 44.320.000

:

:

Layanan

2876.EAD Layanan Sarana Internal 108,00 1.464.330.00011Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAD.001 Layanan Sarana Internal 108.00 unit 1.464.330.000

:

:

unit

2876.EAF Layanan SDM 45,00 338.108.00012Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAF.001 Manajemen SDM 30.00 orang 144.660.000

02 EAF.002 Pendidikan dan Pelatihan 15.00 orang 193.448.000

:

:

orang

2876.EAG Layanan Hukum 1,00 51.892.00013Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAG.001 Produk Hukum 1.00 Layanan 51.892.000

:

:

Layanan

2876.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler 1,00 16.140.00014Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EAI.001 Layanan Protokoler 1.00 Layanan 16.140.000

:

:

Layanan

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

Jakarta, 23 November 2020
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2021

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (427975):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021
DS:1369-8925-0673-6012

1. Anggaran Tahun 2021

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

47.429.582.000

47.429.582.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

427975 SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL 23.432.996 22.532.256 1.464.330 - - 47.429.582

052.01.AE Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional - 7.988.562 - - - 7.988.562

5649 Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam - 488.656 - - - 488.656

5649.ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam - 488.656 - - - 488.656 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 488.656- 018488.656 -RM01

5653 Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial - 488.656 - - - 488.656

5653.ABN Kebijakan Bidang Sosial - 488.656 - - - 488.656 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 488.656- 018488.656 -RM01

5656 Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara - 488.656 - - - 488.656

5656.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 488.656 - - - 488.656 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 488.656- 018488.656 -RM01



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

5659 Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data - 458.044 - - - 458.044

5659.ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi - 458.044 - - - 458.044 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 458.044- 018458.044 -RM01

5663 Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian - 153.060 - - - 153.060

5663.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan - 30.612 - - - 30.612 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 30.612- 01830.612 -RM01

5663.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM - 30.612 - - - 30.612 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 30.612- 01830.612 -RM01

5663.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan - 30.612 - - - 30.612 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 30.612- 01830.612 -RM01



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

5663.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan - 30.612 - - - 30.612 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 30.612- 01830.612 -RM01

5663.ABN Kebijakan Bidang Sosial - 30.612 - - - 30.612 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 30.612- 01830.612 -RM01

5943 Perumusan Kebijakan Politik Nasional - 488.656 - - - 488.656

5943.ABC Kebijakan Bidang Politik - 488.656 - - - 488.656 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 488.656- 018488.656 -RM01

5944 Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional - 623.711 - - - 623.711

5944.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan - 623.711 - - - 623.711 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 623.711- 018623.711 -RM01



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

5945 Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi - 623.711 - - - 623.711

5945.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan - 623.711 - - - 623.711 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 623.711- 018623.711 -RM01

5946 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional - 623.701 - - - 623.701

5946.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan - 623.701 - - - 623.701 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 623.701- 018623.701 -RM01

5947 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional - 623.721 - - - 623.721

5947.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan - 623.721 - - - 623.721 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 623.721- 018623.721 -RM01

5948 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional - 488.656 - - - 488.656



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 5II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

5948.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan - 488.656 - - - 488.656 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 488.656- 018488.656 -RM01

5949 Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan - 580.492 - - - 580.492

5949.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM - 580.492 - - - 580.492 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 580.492- 018580.492 -RM01

5950 Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi - 580.492 - - - 580.492

5950.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan - 580.492 - - - 580.492 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 580.492- 018580.492 -RM01

5951 Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan - 697.858 - - - 697.858

5951.ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan - 580.492 - - - 580.492 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 6II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

-- 580.492- 018580.492 -RM01

5951.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan - 117.366 - - - 117.366 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 117.366- 018117.366 -RM01

5952 Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya - 580.492 - - - 580.492

5952.ABN Kebijakan Bidang Sosial - 580.492 - - - 580.492 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 580.492- 018580.492 -RM01

052.01.WA Program Dukungan Manajemen 23.432.996 14.543.694 1.464.330 - - 39.441.020

2874 Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan - 760.359 - - - 760.359

2874.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal - 200.660 - - - 200.660 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 200.660- 018200.660 -RM01



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 7II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

2874.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - 305.179 - - - 305.179 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 305.179- 018305.179 -RM01

2874.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal - 100.072 - - - 100.072 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 100.072- 018100.072 -RM01

2874.FAH Pengelolaan Keuangan Negara - 154.448 - - - 154.448 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 154.448- 018154.448 -RM01

2875 Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan - 685.179 - - - 685.179

2875.BLB Persidangan Lembaga Eksekutif - 300.000 - - - 300.000 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 300.000- 018300.000 -RM01



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 8II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

2875.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler - 50.000 - - - 50.000 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 50.000- 01850.000 -RM01

2875.EAJ Layanan Data dan Informasi - 50.000 - - - 50.000 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 50.000- 01850.000 -RM01

2875.EAK Layanan Pengawasan Internal - 285.179 - - - 285.179 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 285.179- 018285.179 -RM01

2876 Pengelolaan Internal Perkantoran 23.432.996 13.098.156 1.464.330 - - 37.995.482

2876.EAA Layanan Perkantoran 23.432.996 12.523.156 - - - 35.956.152 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 35.956.15223.432.996 01812.523.156 -RM01



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 9II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

2876.EAC Layanan Umum - 168.860 - - - 168.860 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 168.860- 018168.860 -RM01

2876.EAD Layanan Sarana Internal - - 1.464.330 - - 1.464.330 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-1.464.330 1.464.330- 018- -RM01

2876.EAF Layanan SDM - 338.108 - - - 338.108 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 338.108- 018338.108 -RM01

2876.EAG Layanan Hukum - 51.892 - - - 51.892 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 51.892- 01851.892 -RM01

2876.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler - 16.140 - - - 16.140 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)



NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

TAHUN ANGGARAN 2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427975): Halaman : 10II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (052)

(01)

(01)

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

DKI JAKARTA

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012

-- 16.140- 01816.140 -RM01

JUMLAH 23.432.996 22.532.256 1.464.330 - - 47.429.582

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.

ttd.

Laksamana Madya TNI

Jakarta, 23 November 2020



TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

(01)

Unit Organisasi

(427975)

Kementerian Negara/Lembaga

Setjen Dewan Ketahanan Nasional(01)

Kode/Nama Satker

(052)

:

:

DKI JAKARTA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012
NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

4279751. SETJEN DEWAN KETAHANAN
NASIONAL

4.476.9714.488.7734.090.513 8.487.6922.249.214 47.429.582706.906 4.229.270 2.914.2983.270.1782.557.763 5.566.1124.391.892RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 554.937 23.432.9961.869.099 1.855.647 1.849.362 2.408.635 2.360.850 1.700.649 1.737.051 1.843.619 1.806.891 1.869.099 3.577.158

BELANJA BARANG 151.969 22.532.256688.664 2.234.866 1.420.817 2.080.138 2.031.042 548.565 2.492.219 2.633.352 1.072.407 3.674.063 3.504.154

BELANJA MODAL 0 1.464.3300 0 0 0 0 0 0 0 35.000 22.950 1.406.380

052.01.AE.5649 Perumusan Kebijakan Lingkungan
Alam

0 19.18948.63448.802110.95756.0780000204.9970 488.656

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 488.6560 204.997 0 0 0 0 56.078 110.957 48.802 48.634 19.189

052.01.AE.5653 Perumusan Kebijakan Lingkungan
Sosial

0 114.96318.07520.02888.46243.902018.53472.881111.81200 488.656

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 488.6560 0 111.812 72.881 18.534 0 43.902 88.462 20.028 18.075 114.963

052.01.AE.5656 Perumusan Kebijakan Pemerintahan
Negara

0 67.72236.55857.36919.488113.2930114.48779.740000 488.656

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 488.6560 0 0 79.740 114.487 0 113.293 19.488 57.369 36.558 67.722

052.01.AE.5659 Perumusan Kebijakan Informasi dan
Pengolahan Data

0 103.75757.45176.650115.483104.46300240000 458.044

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 458.0440 0 0 240 0 0 104.463 115.483 76.650 57.451 103.757

052.01.AE.5663 Perumusan Saran Tindak Kebijakan
dan Strategi Nasional Terkait
Keahlian Tertentu

0 45.68546.166030.60015.43015.18000000 153.060

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 153.0600 0 0 0 0 15.180 15.430 30.600 0 46.166 45.685



TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

(01)

Unit Organisasi

(427975)

Kementerian Negara/Lembaga

Setjen Dewan Ketahanan Nasional(01)

Kode/Nama Satker

(052)

:

:

DKI JAKARTA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

:

2Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012
NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

052.01.AE.5943 Perumusan Kebijakan Politik
Nasional

18.820 8.80263.383037.6800063.628116.4110179.9320 488.656

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 488.65618.820 179.932 0 116.411 63.628 0 0 37.680 0 63.383 8.802

052.01.AE.5944 Perumusan Kebijakan Bidang
Strategi Nasional

0 2.9899.753091.89185.613205.294153.00055.14620.02500 623.711

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 623.7110 0 20.025 55.146 153.000 205.294 85.613 91.891 0 9.753 2.989

052.01.AE.5945 Perumusan Kebijakan Bidang
Rencana Kontijensi

0 2.01274.5290199.80837.588052.54472.877184.35400 623.711

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 623.7110 0 184.354 72.877 52.544 0 37.588 199.808 0 74.529 2.012

052.01.AE.5946 Perumusan Kebijakan Bidang
Lingkungan Strategis Nasional

0 60.830188.364029.39639.087049.52645.53076.800134.1670 623.701

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 623.7010 134.167 76.800 45.530 49.526 0 39.087 29.396 0 188.364 60.830

052.01.AE.5947 Perumusan Kebijakan Bidang
Lingkungan Strategis Regional

0 46.716120.003099.38752.121038.18056.24876.800134.2660 623.721

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 623.7210 134.266 76.800 56.248 38.180 0 52.121 99.387 0 120.003 46.716

052.01.AE.5948 Perumusan Kebijakan Bidang
Lingkungan Strategis Internasional

0 48.96949.574039.358113.9510131.30532.60572.89500 488.656

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 488.6560 0 72.895 32.605 131.305 0 113.951 39.358 0 49.574 48.969

052.01.AE.5949 Perumusan Kebijakan Bidang
Hukum dan Perundang-Undangan

0 101.65548.75435.178133.576017.67139.74313.0150190.9010 580.492

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 580.4920 190.901 0 13.015 39.743 17.671 0 133.576 35.178 48.754 101.655

052.01.AE.5950 Perumusan Kebijakan Bidang
Ekonomi

0 81.16050.055040.84369.854035.373126.59796.00080.6090 580.492



TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

(01)

Unit Organisasi

(427975)

Kementerian Negara/Lembaga

Setjen Dewan Ketahanan Nasional(01)

Kode/Nama Satker

(052)

:

:

DKI JAKARTA

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

:

3Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:1369-8925-0673-6012
NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 580.4920 80.609 96.000 126.597 35.373 0 69.854 40.843 0 50.055 81.160

052.01.AE.5951 Perumusan Kebijakan Bidang
Pertahanan Keamanan

0 160.835174.588114.313172.655017.66320.06617.677020.0600 697.858

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 697.8580 20.060 0 17.677 20.066 17.663 0 172.655 114.313 174.588 160.835

052.01.AE.5952 Perumusan Kebijakan Bidang Sosial
Budaya

0 84.10879.25917.606132.055133.805096.0000037.6600 580.492

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 580.4920 37.660 0 0 96.000 0 133.805 132.055 17.606 79.259 84.108

052.01.WA.2874 Pengelolaan Perencanaan,
Organisasi dan Keuangan

6.720 282.090138.038031.204111.616055.448127.16308.0800 760.359

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 760.3596.720 8.080 0 127.163 55.448 0 111.616 31.204 0 138.038 282.090

052.01.WA.2875 Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan
Pengawasan

0 364.363152.088034.15858.922037.25438.394000 685.179

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

0 685.1790 0 0 38.394 37.254 0 58.922 34.158 0 152.088 364.363

052.01.WA.2876 Pengelolaan Internal Perkantoran 2.532.223 6.891.8494.210.8402.544.3533.069.9703.193.5491.993.4053.486.8043.634.2482.631.4933.099.841706.906 37.995.482

51 BELANJA PEGAWAI 554.937 23.432.9961.869.099 1.855.647 1.849.362 2.408.635 2.360.850 1.700.649 1.737.051 1.843.619 1.806.891 1.869.099 3.577.158

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

151.969 13.098.156663.124 1.244.194 782.131 1.225.614 1.125.954 292.757 1.456.498 1.226.351 702.462 2.318.791 1.908.311

53 BELANJA MODAL 0 1.464.3300 0 0 0 0 0 0 0 35.000 22.950 1.406.380

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

Jakarta, 23 November 2020
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427975]

[01]

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

: DEWAN KETAHANAN NASIONAL

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL:

[052]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021
DS:1369-8925-0673-6012

Halaman : IV.A. 1

Jakarta, 23 November 2020
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427975]

[01]

Setjen Dewan Ketahanan Nasional

: DEWAN KETAHANAN NASIONAL

SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL:

[052]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2021
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 052.01.1.427975/2021
DS:1369-8925-0673-6012

Halaman : IV.B. 1

Jakarta, 23 November 2020
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

ttd.
















